Anggaran masih level Sub Kegiatan, belum output tertentu yang mendukung.

Laporan Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2024
s/d Bulan Juni
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

No Kode Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Pagu Fisik Keuangan | Testimoni Penerima Manfaat Bukti Testimoni Lokasi Sub Unit Organisasi SKPD Keluaran Keterangan Progres Bulan
Target] Realisasi | Deviasi | Target (RP) | Target (%) | Realisasi (RP) | Realisasi (%) | Deviasi
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
1[1.05.01 PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 13.111.966.441 61,91 61,91 0| 8.116.328.677 61,9 6.353.700.520)
11 [10s.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi 38.573.550| 30,49] 30,49 o] 10718550 27,79|  10.718.550
|Kinerja Perangkat Daerah
1. Jumiah Dokumen Perencanaan e
Perangkat Daerah (DPA SIPD) : 3 :I::z:::e"e”“" (fisik) yang sudah
Dokumen dari 5 Dokumen :
2. Renstra Perubahan BPBD DIY : 01. Renstra Perubahan BPBD DIY : terealisasi
Dokumen dari 1 Dokumen 0 dokumen dari 1 dokumen
3. Renja BPBD DIY : 1 Dokumen dari 1 02. Renja BPBD DIY : terealisasi 1 dokumen
Dokumen dari 1 dokumen
4. Renja Perubahan BPBD DIY : 03. Renja Perubahan BPBD DIY : terealisasi 0
Dokumen dari 1 Dokumen dokumen dari 1 dokumen
5. Perjanjian Kinerja (PK) BPBD DIY | 04. Perjanjian Kinerja (PK) BPBD DIY Tahun
Tahun 2024 : 1 Dokumen dari 1 2024 : terealisasi 1 dokumen dari 1
Dokumen dokumen
6. Rencana Operasional Kegiatan (ROPK) g;zje':z:‘E:;’;:Z:zx:f’:::‘l( ROPK)
2024 : 1 Dokumen dari 1 Dokumen :
dokumen
Faktor Penghambat:
Rasionalisasi Anggaran untuk Penyusunan
Dokumen Perencanaan s.d akhir bulan
1.1.1|1.05.01.1.01.0001 | Pen¥usunan Dokumen Perencanaan 20.848.500| 34,27 34,27 0 6.943.500 333 6.943.500 33,3 0 Daerah Istimewa Yogyakarta BADAN PENANGGULANGAN BENCANA Desember sebesar Rp 13.905.000 yang
Perangkat Daerah DAERAH - Sekretariat terdiri dari Mamin Rapat Rp 1.800.000,;
ATK Rp 105.000,- dan Perjalanan Dinas
Dalam Daerah Rp 12.000.000,-
Faktor Pendukung:
1. Permendagri No 90 Tahun 2019
2. Kemendagri No 900.1.15.5-137 Tahun
2023 ttg Hasil Verifikasi dan Validasi
Pemutakhiran Klasifikasi Kodefikikasi dan
Nomenklatur Perencanaan dan
Pembangunan Daerah
3. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2023
tentang APBD Tahun Anggaran 2024
4. Pergub DIY No 117 Tahun 2022 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tusi dan
Tata Keria BPBD
s.
DPPA/A.1/1.05.0.00.0.00.04.0000/001/202
4 tanggal 24 April 2024
1. Jumiah Dokumen DPA-SKPD dan
Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan [ Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
Dokumen DPA-SKPD (DPASIPD) : 2 |dilakukan:
Dokurmen dari 4 Dokumen
2. Penyusunan RKA-P 2024 : Dokumen | 1. Penyusunan RKA-P 2024 : terealisasi O
dari 1 Dokumen dokumen dari 1 dokumen
3. Penyusunan RKA 2025 : 1 Dokumen |2 Penyusunan RKA 2025 : terealisasi 1
dari 1 Dokumen dokumen dari 1 dokumen
4. Penyusunan DPA-P 2024 : Dokumen  |3. Penyusunan DPA-P 2024 : terealisasi 0
dari 1 Dokumen dokumen dari 1 dokumen
5. Penyusunan DPA 2024 : 1 Dokumen |4 Penyusunan DPA 2025 : terealisasi 0
dari 1 Dokumen dokumen dari 1 dokumen
Faktor Penghambat:
Rasionalisasi Anggaran untuk Koordinasi dan
Penyusunan DPA-SKPD s.d akhir bulan
Desember sebesar Rp 8.400.000,- yang
https://drive.google.com/drive/folders/1X_f terdiri dari Mamin Rapat Rp 3.600.000,- dan
1.1.2[1.05.01.1.01.0004 |Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 10225050| 256 256 o 1825050 17,85|  1825.050) 17,85 0| PP, PUMK Daerah Istimewa Yogyakarta BADAN PENANGGULANGAN BENCANA Perjalanan Dinas Dalam Daerah Rp

1kl68x7qbT902WEdOujsueObelXIc?usp=drive
_link

DAERAH - Sekretariat

4.800.000,-

Faktor Pendukung:

1. Permendagri No 90 Tahun 2019

2. Kemendagri No 900.1.15.5-137 Tahun
2023 ttg Hasil Verifikasi dan Validasi
Pemutakhiran Klasifikasi Kodefikikasi dan
Nomenklatur Perencanaan dan
Pembangunan Daerah

3. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2023
tentang APBD Tahun Anggaran 2024

4. Pergub DIY No 117 Tahun 2022 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tusi dan

| Tata Kerja BPBD




5.
DPPA/A.1/1.05.0.00.0.00.04.0000/001/202
4 tanggal 24 April 2024

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

https://drive.google.com/drive/folders/19Cz
6uBVDIgWKMGAZH7YTMAt1923_GGgPusp=
drive_link

Daerah Istimewa Yogyakarta

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH - Sekretariat

1. Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah (DPASIPD) : 3

2. Penyusunan LPPD : 1 Laporan dari 1
3. Penyusunan LKjIP SKPD : 1 Laporan

4. Penyusunan LKPJ : 1 Laporan dari 1

Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
dilakukan:

1. Penyusunan LPPD : terealisasi 1 dokumen
dari 1 dokumen

2. Penyusunan LK]IP SKPD : terealisasi 1
dokumen dari 1 dokumen

3. Penyusunan LKPJ : terealisasi 1 dokumen
dari 1 dokumen

Faktor Penghambat:

Rasionalisasi Anggaran untuk Evaluasi
Kinerja Perangkat Daerah s.d akhir bulan
Desember sebesar Rp 5.550.000,- yang
terdiri dari Mamin Rapat Rp 3.150.000 dan
Perjalanan Dinas Dalam Daerah Rp
2.400.000,-

Faktor Pendukung:

1. Permendagri No 90 Tahun 2019

2. Kemendagri No 900.1.15.5-137 Tahun
2023 ttg Hasil Verifikasi dan Validasi
Pemutakhiran Kiasifikasi Kodefikikasi dan
Nomenklatur Perencanaan dan
Pembangunan Daerah

3. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2023
tentang APBD Tahun Anggaran 2024

4. Pergub DIY No 117 Tahun 2022 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tusi dan
Tata Kerja BPBD

5.
DPPA/A.1/1.05.0.00.0.00.04.0000/001/202
4 tanggal 24 April 2024

N

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

I

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

26 0] PPTK, PUMK
49,3
49,19) ASN BPBD DIY

https://drive.google.com/drive/folders/10_
HI8Isnyf_--jAe4uGhWIOWUW10kMgO

Daerah Istimewa Yogyakarta

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH - Sekretariat

1. Jumlah Orang yang menerima Gaji
dan Tunjangan ASN : 110 Orang dari 110

Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
dilakukan:

Terlaksananya Penyediaan Gaji dan
Tunjangan ASN Bulan Juni ASN BPBD DIY
bagi 112 org yaitu 39 org PNS, 13 org PPPK
Nasional, dan 60 org PPPK DIY

Faktor Penghambat:

Pada Subkegiatan Pembayaran Gaji dan
Tunjangan ASN terdapat deviasi sebesar
Rp1.700.648.219 atau sebesar 15,24%, hal
tersebut dikarenakan:

1. Pembayaran gaji dan tunjangan
disesuaikan dengan komposisi ASN BPBD
DIY. Bulan Juni ASN BPBD DIY berjumlah 112
org yaitu 39 org PNS, 13 org PPPK Nasional,
dan 60 org PPPK DIY

2. Tunjangan fungsional bagi PPPK Nasional
sepenuhnya masih belum bisa dicairkan
karena menunggu info lebih

lanjutA dariA BKD.

Faktor Pendukung:

1. Permendagri No 90 Tahun 2019

2. Kemendagri No 050 3708 Tahun 2020 ttg
Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran
Klasifikasi Kodefikikasi dan Nomenklatur
Perencanaan dan Pembangunan Daerah

3. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022
tentang APBD Tahun Anggaran 2023

4. Pergub DIY No 117 Tahun 2022 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tusi dan
Tata Kerja BPBD

5.
DPPA/A.1/1.05.0.00.0.00.04.0000/001/202
4 tanggal 24 April 2024

6. Administrasi Keuangan yang terselesaikan
dengan baik dan benar : Kerjasama dengan
bidang dan subbidang berjalan baik

[Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
dilakukan:

Terlaksananya Penatausahaan dan
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
Faktor Penghambat:

| Tidak Ada



I

Pelaksanaan Penatausahaan dan
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

17.328.000

50,2

17.328.000

0|

https://drive.google.com/drive/folders/10_
HIBIsnyf_--jAeduGhWIOWuW10KkMgO

Daerah Istimewa Yogyakarta

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH - Sekretariat

1. Jumlah Dokumen dan

Faktor Pendukung:
1. Permendagri No 90 Tahun 2019

2. Kemendagri No 050 3708 Tahun 2020 ttg

Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran

Klasifikasi Kodefikikasi dan Nomenklatur
dan Daerah

Pengujian/Verifikasi Keuangan : 5
Dokumen dari 12 Dokumen

3. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022
tentang APBD Tahun Anggaran 2023

4. Pergub DIY No 117 Tahun 2022 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tusi dan
Tata Kerja BPBD

5

DPPA/A.1/1.05.0.00.0.00.04.0000/001/202
4 tanggal 24 April 2024

6. Administrasi Keuangan yang terselesaikan
dengan baik dan benar : Kerjasama dengan
bidang dan subbidang berjalan baik

I

Koordinasi dan Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun SKPD

1.500.000|

100}

1.500.000)

100

0|

https://drive.google.com/drive/folders/10_
H98Isnyf_--jAe4uGhWJOWUW10KMgO

Daerah Istimewa Yogyakarta

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH - Sekretariat

1. Jumlah Laporan Keuangan Akhir
Tahun SKPD dan Laporan Hasil
Koordinasi Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun SKPD : Laporan
dari 1 Laporan

Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah

Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan
Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Faktor Penghambat:

Tidak Ada

Faktor Pendukung:

1. Permendagri No 90 Tahun 2019

2. Kemendagri No 050 3708 Tahun 2020 ttg
Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran
Klasifikasi Kodefikikasi dan Nomenklatur
Perencanaan dan Pembangunan Daerah

3. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022
tentang APBD Tahun Anggaran 2023

4. Pergub DIY No 117 Tahun 2022 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tusi dan
Tata Kerja BPBD

5.
DPPA/A.1/1.05.0.00.0.00.04.0000/001/202
4 tanggal 24 April 2024

6. Administrasi Keuangan yang terselesaikan
dengan baik dan benar : Kerjasama dengan
bidang dan subbidang berjalan baik

I

Koordinasi dan Penyusunan Laporan

Bulanan/ Triwul
SKPD

21.000.000

100}

21.000.000)

100

0|

https://drive.google.com/drive/folders/10_
H98Isnyf_--jAe4uGhWIOWUW10KkMgO

Daerah Istimewa Yogyakarta

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH - Sekretariat

1. Jumlah Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
dan Laporan Koordinasi Penyusunan
Laporan Keuangan

Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD :

5 Laporan dari 18 Laporan

Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
dilakukan:

Terlaksanya Koordinasi dan Penyusunan
Laporan Keuangan Bulanan/
Triwulanan/Semesteran SKPD

Faktor Penghambat:

Tidak Ada

Faktor Pendukung:

1. Permendagri No 90 Tahun 2019

2. Kemendagri No 050 3708 Tahun 2020 ttg
Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran
Klasifikasi Kodefikikasi dan Nomenklatur
Perencanaan dan Pembangunan Daerah

3. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022
tentang APBD Tahun Anggaran 2023

4. Pergub DIY No 117 Tahun 2022 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tusi dan
Tata Kerja BPBD

5
DPPA/A.1/1.05.0.00.0.00.04.0000/001/202
4 tanggal 24 April 2024

6. Administrasi Keuangan yang terselesaikan
dengan baik dan benar : Kerjasama dengan
bidang dan subbidang berjalan baik

w

Administrasi Barang Milik Daerah pada
Perangkat Daerah

12.190.000

50,53|

8.440.000|

34,99

Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
dilakukan:

Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik
Daerah pada SKPD dengan rincian sebagai
berikut:




w

.1

1.05.01.1.03.0006

Penatausahaan Barang Milik Daerah pada
SKPD

24.124.000

50,53

50,53

12.190.000

50,53

8.440.000

34,99

Pengguna Barang

https://drive.google.com/drive/folders/1ilPB
2bXLsjlzcW_2k5)-KEGVFMs5k6

Daerah Istimewa Yogyakarta

Sekretariat - Subbagian Umum

1. Jumlah Laporan Penatausahaan
Barang Milik Daerah pada SKPD : 1
Laporan dari 1 Laporan

1. Terlaksananya spj belanja kertas dan
cover pada bulan Maret sebesar Rp 448.000,

2. Terlaksananya spj belanja bahan cetak
pada bulan Maret sebesar Rp 492.000,-

3. Terlaksananya honor pengurus barang
dari Januari sampai bulan Maret dengan
nominal Rp 625.000,- OB, sejumlah 2 orang
sebesar Rp 3.750.000,-

4. Terlaksananya honor pengurus barang
dari April sampai bulan Juni dengan nominal
Rp 625.000,- OB, sejumlah 2 orang sebesar
Rp 3.750.000,-

Faktor Penghambat:

Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang,
Pengurus Barang Pengguna dan Pengurus
Barang Pembantu Tahun Anggaran 2024
untuk BPBD DIY hanya 2 orang, sementara
sudah dibuat anggaran DPA untuk 3 orang.
Anggaran honor pengurus barang tidak
terealisasi 1 orang sebesar Rp 625.000,- OB.

Sampai bulan Juni honor pengurus barang
untuk satu orang tidak bisa terealisasi
sejumlah Rp 3.750.000,-

Faktor Pendukung:

1. Permendagri No 90 Tahun 2019

2. Kemendagri No 050 3708 Tahun 2020 ttg
Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran
Klasifikasi Kodefikikasi dan Nomenklatur
Perencanaan dan Pembangunan Daerah

3. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022
tentang APBD Tahun Anggaran 2023

4. Pergub DIY No 117 Tahun 2022 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tusi dan
Tata Kerja BPBD

5. DPA Nomor
DPPA/A.1/1.05.0.00.0.00.04.0000/001/202
4 tanggal24 April 2024

6. Administrasi Umum yang terselesaikan
dengan baik dan benar : Kerjasama dengan
bidang dan subbidang berjalan baik

Y

1.

141

1.05.01.1.06

1.05.01.1.06.0009

imum Perangkat Daerah

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan
Konsultasi SKPD

103.152.000|

61,33]

61,33]

103.152.000 61,33| 61,33

0|

63.260.000

61,33

63.260.000 61,33] 62.346.214

0,89

62.346.214

60,44

Seluruh ASN maupun Non ASN BPBD DIY
tamu kunjungan

3
o

:/ drive.google.com/dri INKI
T5pwLwNtkAgU_9GVULYROHtguFsU1

Daerah Istimewa Yogyakarta

Sekretariat - Subbagian Umum

1. Jumlah Laporan Rapat Koordinasi dan
Konsultasi SKPD : 6 Laporan dari 12
Laporan

Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
dilakukan:

Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan
rincian sebagai berikut:

1. Terlaksananya spj belanja kertas dan
cover pada bulan Maret sebesar Rp 876.000, |

2. Terlaksananya spj belanja makanan dan
minuman rapat sampai bulan Juni sebesar
Rp 12.525.000,-

3. Terlaksananya spj belanja perjalan dinas
dalam negeri sampai bulan Juni sebesar Rp
48.945.214,-

Faktor Penghambat:

1. Untuk belanja makanan dan minuman
rapat belum bisa direalisasikan sampai bulan
Juni sebesar Rp 875.000,-

2. Untuk belanja perjalanan dinas dalam
negeri belum bisa direalisasikan sampai
bulan Juni sebesar Rp 38.786,-

Faktor Pendukung:

1. Permendagri No 90 Tahun 2019

2. Kemendagri No 050 3708 Tahun 2020 ttg
Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran
Kiasifikasi Kodefikikasi dan Nomenklatur
Perencanaan dan Pembangunan Daerah

3. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022
tentang APBD Tahun Anggaran 2023

4. Pergub DIY No 117 Tahun 2022 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tusi dan

| Tata Kerja BPBD



5. DPA Nomor
DPA/A.1/1.05.0.00.0.00.04.0000/001/2024
tanggal 29 Desember 2023

6. Administrasi Umum yang terselesaikan

dengan baik dan benar : Kerjasama dengan
bidang dan subbidang berjalan baik

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan

1.05.01.1.08 Pemerintahan Daerah

1.

n

1.501.375.800| 45,42 45,42 0| 681.812.446| 45,41  667.077.994) 44,43 0,98

Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
dilakukan:

Ter iaan Jasa

Sumber Daya Air dan Listrik dengan rincian
berikut:

1. Terbayarnya Tagihan Listrik 6 Bulan
sampai bulan Juni sebesar Rp 235.661.139,-

2. Terbayarnya Tagihan Telepon 6 Bulan
sampai bulan Juni sebesar Rp 2.731.254,-

3. Terbayarnya Tagihan Air 6 Bulan sampai
bulan Juni sebesar Rp 405.000,-

4. Terbayarnya Tagihan Zoom 6 Bulan
sampai bulan Juni sebesar Rp 6.300.000,-

Faktor Penghambat:
1. Belanja tagihan Listrik dibayarkan sesuai
tagihan dari PLN
2. Belanja tagihan Telepon dibayarkan sesuai
1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa tagihan dari Telkom
Daerah Istimewa Yogyakarta Sekretariat - Subbagian Umum Komunikasi, Sumber Daya Air, dan 3. Belanja tagihan Air dibayarkan sesuai

ik : 6 Laporan dari 12 Laporan tagihan dari PDAM
Faktor Pendukung:
1. Permendagri No 90 Tahun 2019

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya https://drive.google.com/drive/folders/1eD

1.5.1]1.05.01.1.08.0002 515.199.800| 50 50 0| 257.599.896 50| 245.097.393 47,57 2,43|Seluruh karyawan BPBD DIY
Air dan Listrik nU3wv3tWleOJrNeZzYpzEloMQNorSA

2. Kemendagri No 050 3708 Tahun 2020 ttg
Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran
Klasifikasi Kodefikikasi dan Nomenklatur
Perencanaan dan Pembangunan Daerah

3. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022
tentang APBD Tahun Anggaran 2023

4. Pergub DIY No 117 Tahun 2022 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tusi dan
Tata Kerja BPBD

5. DPA Nomor
DPA/A.1/1.05.0.00.0.00.04.0000/001/2024
tanggal 29 Desember 2023

6. Administrasi Umum yang terselesaikan

dengan baik dan benar : Kerjasama dengan
bidang dan subbidang berjalan baik

Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
dilakukan:

Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan
Umum Kantor dengan rincian sebagai
berikut:

1. Terbayarnya belanja jasa kebersihan 5
bulan sampai bulan Mei sebesar Rp
205.381975,-

2. Terbayarnya belanja jasa keamanan 5
bulan sampai bulan Mei sebesar Rp
129.291.426,-

3. Terbayarnya belanja jasa supir 5 bulan
sampai bulan Mei sebesar Rp 86.407.200,-

4. Terbayarnya belanja iuran sampah 5 bulan|
sampai bulan Mei sebesar Rp 750.000,-

Faktor Penghambat:
1. Terdapat efisensi sisa pengadaan dengan
E-Purchasing pada belanja jasa kebersihan
sebesar Rp 480.000,-

2. Terdapat efisensi sisa pengadaan dengan
1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa E-Purchasing pada belanja jasa keamanan
Daerah Istimewa Yogyakarta Sekretariat - Subbagian Umum Pelayanan Umum Kantor yang sebesar Rp 216.000,-

disediakan : 5 Laporan dari 12 Laporan [3. Terdapat efisensi sisa pengadaan dengan
E-Purchasing pada belanja jasa supir sebesar
Rp 38.800,-

Faktor Pendukung:

1. Permendagri No 90 Tahun 2019

https://drive.google.com/drive/folders/1cfv
0w0iQvPfzTnsEKHN20nkGp4iQSmcW

0

.2/1.05.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 986.176.000| 43,02 43,02 0| 424.212.550 43,02 421.980.601 42,79 0,23 Seluruh Karyawan BPBD DIY




2. Kemendagri No 050 3708 Tahun 2020 ttg
Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran
Klasifikasi Kodefikikasi dan Nomenklatur
Perencanaan dan Pembangunan Daerah

3. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022
tentang APBD Tahun Anggaran 2023

4. Pergub DIY No 117 Tahun 2022 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tusi dan
Tata Kerja BPBD

5. DPA Nomor
DPA/A.1/1.05.0.00.0.00.04.0000/001/2024
tanggal 29 Desember 2023

6. Administrasi Umum yang terselesaikan
dengan baik dan benar : Kerjasama dengan
bidang dan subbidang berjalan baik

Y

Pemeliharaan Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

@

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas
Jabatan

https://drive.google.com/drive/folders/1Kac
WIC-MEa8e5G_210p4gDG-dts7XI36

Daerah Istimewa Yogyakarta Sekretariat - Subbagian Umum

1. Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas
atau Kendaraan Dinas Jabatan yang
dipelihara dan dibayarkan pajaknya : 1
Unit dari 2 Unit

Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
dilakukan:

Terlaksananya Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak
Kendaraan Perorangan Dinas atau
Kendaraan Dinas Jabatan sebagai berikut:

1. Terbayarnya pajak kendaraan Eselon Il 1
Unit sebesar RP 2.000.000,-

2. Terlaksananya spj belanja BBM seebsar RP
5.000.000,-

Faktor Penghambat:

Tidak Ada

Faktor Pendukung:

1. Permendagri No 90 Tahun 2019

2. Kemendagri No 050 3708 Tahun 2020 ttg
Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran
Klasifikasi Kodefikikasi dan Nomenklatur
Perencanaan dan Pembangunan Daerah

3. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022
tentang APBD Tahun Anggaran 2023

4. Pergub DIY No 117 Tahun 2022 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tusi dan
Tata Kerja BPBD

5. DPA Nomor
DPA/A.1/1.05.0.00.0.00.04.0000/001/2024
tanggal 29 Desember 2023

6. Administrasi Umum yang terselesaikan
dengan baik dan benar : Kerjasama dengan
bidang dan subbidang berjalan baik

o

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan
Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

33
50 0|Kepala Pelaksana BPBD DIY
E: 111 di BPBD DIY, E: it
25,04 selon 11l di 1Y, Eselon IV dan Pejabat

Fungsional

Jalan Kenari No. 14 A, Semaki, Umbulharjo [Sekretariat - Subbagian Umum

1. Jumlah Kendaraan Dinas Operasional
atau Lapangan yang dipelihara dan
dibayarkan pajak dan perizinannya : 14
Unit dari 45 Unit

Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
dilakukan:

Terlaksananya Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak
dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional
atau Lapangan dengan rincian:

1. Terbayarnya spj pajak kendaraan sampai
bulan Juni sejumlah 14 unit sebesar Rp
12.062.500,-

2. Terlaksananya spj belanja BBM bulan
Maret sebesar Rp 10.000.000,-

3. Terlaksananya spj belanja suku cadang
kendaran roda 4 sampai bulan Juni sebesar
Rp 3.900.000,-

4. Terlaksananya spj belanja pemeliharaan
kendaran roda 4 sampai bulan Juni sebesar
Rp 3.500.000,-

5. Terlaksananya spj belanja pemeliharaan
kendaran roda 2 sampai bulan Juni sebesar
Rp 400.000,-

Faktor Penghambat:

Tagihan pajak kendaraan dibayarkan sesuai
tagihan.

Faktor Pendukung:

1. Permendagri No 90 Tahun 2019



2. Kemendagri No 050 3708 Tahun 2020 ttg
Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran
Klasifikasi Kodefikikasi dan Nomenklatur
Perencanaan dan Pembangunan Daerah

3. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022
tentang APBD Tahun Anggaran 2023

4. Pergub DIY No 117 Tahun 2022 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tusi dan
Tata Kerja BPBD

5. DPA Nomor
DPA/A.1/1.05.0.00.0.00.04.0000/001/2024
tanggal 29 Desember 2023

6. Administrasi Umum yang terselesaikan
dengan baik dan benar : Kerjasama dengan
bidang dan subbidang berjalan baik

o

Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
dilakukan:

Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan
Mesin Lainnya dengan rincian berikut:

1. Terbayarnya pembayaran sewa lahan
repeater di Patuk tahun 2024 1 lokasi
sebesar Rp 17.040.400,-

2. Terbayarnya honor penjaga repeater di
Patuk 6 bulan sebesar Rp 2.100.000,

3. Terlaksananya pembelian BBM genset
sampai bulan Juni sebesar Rp 2.970.000,-

4. Terlaksananya pembayaran pemeliharaan
komputer sampai bulan Juni sebesar Rp
6.270.000,-

5. Terlaksananya pembayaran pemeliharaan
AC sampai bulan Juni sebesar Rp 4.270.000,

Faktor Penghambat:

1. Terdapat 1 lokasi lahan di Nglipar,
Gunungkidul yang tidak lagi disewa untuk
pemasangan repeater dikarenakan repeater
BPBD DIY rusak. Sehingga anggaran sewa
sebesar Rp 20.704.800,- tidak bisa

https://drive.google.com/drive/folders/IND 1. Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya
terealisaikan dan anggaran penjaga repeater

1.05.01.1.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 77.739.600| 76,62 76,62, o| 59.564.600 76,62|  32.650.400 22 Pemilik lahan 5-an0bpjalfa! PabwAmhKamizdPe Jalan Kenari No. 14 A, Semaki, Umbulharjo ~[Sekretariat - Subbagian Umum yang dipalihara : 15 Unit dari 23 Unit
di lokasi tersebut juga tidak bisa
direalisasikan sebesar Rp 2.100.000,- sampai

bulan Juni.

2. Terdapat efisiensi dari sewa lahan
repeater Patuk sebesar Rp 3.664.400,-
Faktor Pendukung:

1. Permendagri No 90 Tahun 2019

2. Kemendagri No 050 3708 Tahun 2020 ttg
Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran
Klasifikasi Kodefikikasi dan Nomenklatur
Perencanaan dan Pembangunan Daerah

3. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022
tentang APBD Tahun Anggaran 2023

4. Pergub DIY No 117 Tahun 2022 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tusi dan
Tata Kerja BPBD

5. DPA Nomor
DPA/A.1/1.05.0.00.0.00.04.0000/001/2024
tanggal 29 Desember 2023

6. Administrasi Umum yang terselesaikan
dengan baik dan benar : Kerjasama dengan
bidang dan subbidang berjalan baik

Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
dilakukan:

Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi
Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung
Kantor atau Bangunan Lainnya sebagai
berikut:

1. Terlaksananya spj belanja perabot kantor
bulan Mei Rp 5.051.000,-

Faktor Penghambat:

Tidak ada

Faktor Pendukung:

1. Permendagri No 90 Tahun 2019




Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan

https://drive.google.com/drive/folders/1Ub-

1. Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung
Kantor atau Bangunan Lainnya yang

2. Kemendagri No 050 3708 Tahun 2020 ttg
Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran
Klasifikasi Kodefikikasi dan Nomenklatur
Perencanaan dan Pembangunan Daerah

3. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022
tentang APBD Tahun Anggaran 2023

4. Pergub DIY No 117 Tahun 2022 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tusi dan
Tata Kerja BPBD

5. DPA Nomor
DPA/A.1/1.05.0.00.0.00.04.0000/001/2024
tanggal 29 Desember 2023

6. Administrasi Umum yang terselesaikan
dengan baik dan benar : Kerjasama dengan
bidang dan subbidang berjalan baik

Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
dilakukan:

1. Penyiapan Alat tulis kantor pendukung
kegiatan

2. Penyediaan jasa petugas olah data
Kesiapsiagaan

3. Penyusunan dokumen pengadaan video
panjang, video pendek, dan podcast

Faktor Penghambat:

1. Penyiapan dokumen penyedia untuk
kelengkapan dokumen administrasi
keuangan

2. Kelengkapan dokumen eksternal OPD
sebagai bahan pelaksanaan teknis aktivitas
pembuatan video panjang dan pendek,
podcast, dan pengadaan alat hibah
Penanggulangan Bencana

3. Efisiensi pengadaan Petugas Olah data
Rp16.000

Faktor Pendukung:

1. Permendagri No 90 Tahun 2019

2. Kemendagri No 050 3708 Tahun 2020 ttg
Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran
Klasifikasi Kodefikikasi dan Nomenklatur
Perencanaan dan Pembangunan Daerah

3. Pergub DIY No 117 Tahun 2022 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tusi dan
Tata Kerja BPBD

4. DPA Nomor
DPA/A.1/1.05.0.00.0.00.04.0000/001/2024
tanggal 29 Desember 2023

5. SDM yang kompeten, profesional dan
koordinatif

6. Sarana dan Prasarana (komputer, laptop,
printer, jaringan internet) yang mendukung

7. Koordinasi berkala untuk persiapan dan
pelaksanaan kegiatan

ada nunaitan ananin dari RDRN

Subbidang Pencegahan

6. iNo. 14 A I fat- i
Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau 0 33,7 Jamaah mushola BPBD DIY AaEAP YLV eAS LAy SQRGuEEM Jalan Kenari No. 14 A, Semaki, Umbulharjo |Sekretariat - Subbagian Umum dipelharafdirehabiltasi -5 Unit dart &
Bangunan Lainnya
Unit
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA 0,02 31,63
N Pelayanan Informasi Rawan Bencana o 1178
Provinsi
1. Jumlah O tersedia untuk
Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan testimoni dari penyedia jasa: selama Bidany dan o, 'a"iy;:.i;sf.g'i::,:n
1. Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per 0,09 7,41 ,01| bekerjasama selalu berkomunikasi dan tidak | https://bit.ly/3xqLESq DIY i ; )
s sencanmy e BrBs Subbidang Pencegahan Bencana (Per Jenis Bencana) Lintas
pung pap! Kabupaten/Kota : Orang dari 810 Orang
testimoni dari penyedia jasa: selama sidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan 1. Jumlah Dokumen Kajian Risiko
1. Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi 0,04 28,75 bekerjasama selalu berkomunikasi dan tidak | https://bit.ly/3xqLESq DIY 8 8 Pslag: Bencana yang dilegalisasi : Dokumen

Aari 7 NAbiman

Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
dilakukan:

Penyediaan petugas olah data pencegahan

Faktor Penghambat:

1. Rasionalisasi sebesar Rp18.750.000 terdiri
dari:

- Bahan Cetak Rp1.800.000

- Makanan dan Minuman Rapat Rp?7.650.00

- Belanja Perjalanan Dinas Biasa
Rp1.200.000

- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp
8.100.000

2. Kurang lengkapnya dokumen administrasi
keuangan untuk petugas olah data
pencegahan dari penyedia jasa

Faktor Pendukung:
1. Permendagri No 90 Tahun 2019
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2. Kemendagri No 050 3708 Tahun 2020 ttg
Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran
Klasifikasi Kodefikikasi dan Nomenklatur
Perencanaan dan Pembangunan Daerah

3. Pergub DIY No 117 Tahun 2022 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tusi dan
Tata Kerja BPBD

4. DPA Nomor
DPA/A.1/1.05.0.00.0.00.04.0000/001/2024
tanggal 29 Desember 2023

5. SDM yang kompeten, profesional dan
koordinatif

6. Sarana dan Prasarana (komputer, laptop,
printer, jaringan internet) yang mendukung

7. Koordinasi berkala untuk persiapan dan
pelaksanaan kegiatan

N

1.05.03.1.02 v dan 1.057.999.850| 36,05 36,05 o| 374.244.958 35,37 363.972.552 3a,4[ 097
Terhadap Bencana

~

Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah

Koordinasi internal persiapan, rasionalisasi,
dan perencanaan pelaksanaan kegiatan

Faktor Penghambat:

1. Pelaksanaan kegiatan menyesuaikan
jadwal di masyarakat

2. Rasionalisasi sebesar Rp?7.002.000 terdiri
dari:

- ATK Rp97.000

- Kertas dan Cover Rp 28.000

- Makanan dan minuman Rapat Rp2.277.000

- Honorarium Narasumber Rp900.000
- Perjalanan DInas Biasa Rp1.600.000

- Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp2.100.000

3. Angkas, ROPK Fisik dan Keuangan
anggaran yang diasionalisasi digeser semula
pada bulan Mei menjadi Triwulan IV
(Oktober-Desember)

Faktor Pendukung:

1. Permendagri No 90 Tahun 2019

1. Jumlah Kawasan yang ditingkatkan
Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan - i dalam dan
Subbidang Pencegahan kesiapsiagaan bencana : Kawasan dari
45 Kawasan

Penguatan Kapasitas Kawasan untuk
Pencegahan dan Kesiapsiagaan bencana

.1{1.05.03.1.02.0013 14.999.900 3,25 3,09 0,16 488.000| 3,25 463.500) 3,09]  0,16|Kegiatan akan dilaksanakan pada Triwulan IV DIy

2. Kemendagri No 050 3708 Tahun 2020 ttg
Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran
Klasifikasi Kodefikikasi dan Nomenklatur
Perencanaan dan Pembangunan Daerah

3. Pergub DIY No 117 Tahun 2022 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tusi dan
Tata Kerja BPBD

4. DPA Nomor
DPA/A.1/1.05.0.00.0.00.04.0000/001/2024
tanggal 29 Desember 2023

5. SDM yang kompeten, profesional dan
koordinatif

6. Sarana dan Prasarana (komputer, laptop,
printer, jaringan internet) yang mendukung

7. Koordinasi berkala untuk persiapan dan
pelaksanaan kegiatan

8. Keaktifan forum kalurahan tangguh
bencana (Kaltana) dari Kaltana yang sudah
dibentuk

Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
dilakukan:

1. Tersusunnya dokumen KAK sebagai acuan
pelaksanaan Langganan Internet Server
Pusdalops

2. Tersusunnya kelengkapan dokumen
Langganan Internet Server Pusdalops

3. Tersusunnya dokumen KAK sebagai acuan
pelaksanaan Maintenance EWS Tanah
Longsor di Bantul dan Kulon Progo

4. Tersusunnya kelengkapan dokumen
Maintenance EWS Tanah Longsor di Bantul
dan Kulon Progo

5. Tersusunnya dokumen dari berbagai
sumber terkait data kebencanaan

6. Terlaksananya kegiatan Langganan
Internet Server Pusdalops




>

Pengendalian Operasi dan Penyediaan
Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap
Bencana

36,24

36,24

)
a

Testimoni pengguna internet dan ews (early
warning system)

https://drive. google.com/drive/folders/157k |

WYEjufA7ityPZEFfpDhas9abmsFLL

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH - Bidang Penanganan Darurat

1. Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian
Operasi dan Penyediaan Sarana
Prasarana Kesiapsiagaan terhadap
bencana : Dokumen dari 1 Dokumen

7. Terlaksananya Survei terkait
keberfungsian alat EWS

8. Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan
EWS

9. Tersedianya Bahan dan Materi dari
berbagai sumber pendukung Laporan
Bulanan Pusdalops

10. Terlaksananya Analisis Data
kebencanaan untuk Laporan Bulanan

11. Tersedianya Peralatan EWS Tanah
Longsor di Bantul dan Kulon Progo yang Siap
digunakan

Faktor Penghambat:

- Terdapat selisih anggaran sejumlah Rp
3.903.128, tediri dari:

1. Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Tv
Berlangganan Rp 2.500.000

2. Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan Rp
331.128

3. Belanja Pemeliharaan Alat Studio,
Komunikasi, dan Pemancar - Alat

i - Alat ikasi Khusus Rp
1.072.000
Faktor Pendukung:
1. Pergub DIY No 117 Tahun 2022 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tusi dan
Tata Kerja BPBD
2. DPA Nomor
DPA/A.1/1.05.0.00.0.00.04.0000/001/2024
tanggal 29 Desember 2023
3. SDM yang kompeten, profesional dan
koordinatif

4. Sarana dan Prasarana (komputer, laptop,
printer, jaringan internet) yang mendukung

5. Koordinasi berkala untuk persiapan dan
pelaksanaan kegiatan

6. Melakukan koordinasi secara intensif
dengan badan atau lembaga terkait

N

Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat
(TRC) Bencana

20,34

20,34

&

Bidang PD Damkarmat, Masyarakat DIY
Terdampak Bencana

https://drive.google.com/drive/folders/1e05
bK8HMKUZIcD54xZLPsxNtWaye2 WKL

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH - Bidang Penanganan Darurat,

Domadam Kahalaran dan Danvalamatan

1. Jumlah Personil TRC Tingkat Provinsi
yang dikembangkan kapasitas teknis
dan manajerialnya dalam melaksanakan

nananaanan swal darrat haneana - 21

Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
dilakukan:

1. Jumlah Personil TRC Tingkat Provinsi yang
dikembangkan kapasitas teknis dan
manajerialnya dalam melaksanakan
penanganan awal darurat bencana :
terealisasi 32 orang dari 32 orang

2. Rapat persiapan pelaksanaan pelatihan
relawan

3. Komponen pelaksanaan yang meliputi
ATK, mamin harian umum kegiatan, honor

transport peserta, belanja sewa
pertemuan, perjalanan dinas dalam daerah.

Faktor Penghambat:

Pada Pelaksanaan kegiatan Rakernis di Bulan
Februari lalu Terdapat efisiensi sebesar
210.000 yang merupakan sisa dari rekening
belanja sewa tempat dimana dari PAGU
600.000 hanya terserap 390.000 karena
memang harga di penyedia sebesar 390.000
rupiah saja, sehingga ada sisa sebesar
210.000

Faktor Pendukung:




e I s

e v e s St

Orang dari 31 Orang

Pada bulan Juni kegiatan rapat-rapat
internal dapat terselesaikan dengan baik.
terlebih lagi pada bulan Mei lalu terdapat
perombakan pejabat struktural di
Lingkungan BPBD DIY sehingga banyak
kegiatan yang perlu dilakukan koordinasi
dengan intensitas yang lebih sering guna
memantapkan progres kegiatan hingga bula
Juni ini. Pada Bulan Juni banyak terdapat
rapat rapat yang dilakukan dalam
mendukung MONEV ISO K3 TRC dimana tim
reaksi cepat BPBD DIY, staff kedaruratan
Kepala Bidang Penanganan Darurat &
Damkarmat serta tim lain yang terlibat
mendukung penuh dalam kegiatan ini. selain
rapat persiapan Monev pada Bulan Juni juga
banyak rapat koordinasi internal yang
dilakukan oleh Tim Penanganan Darurat
terlebih lagi banyak Pejabat yang
direorganisasi termasuk salah di Bidang PD
Damkarmat.

N

Penyediaan Peralatan Perlindungan dan
Kesiapsiagaan Bencana

https://drive.google.com/drive/folders/1bYZ
UB_K4kMJ4IsoXvBYTcIDMgzXd64Dj

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH - Bidang Logistik dan Peralatan

1. Jumlah keluarga yang berada di
kawasan risiko tinggi bencana lintas
Kabupaten/Kota yang memperoleh
peralatan perlindungan diri dan
kesiapsiagaan terhadap bencana : 5 unit
dari 5 unit

2. Penyediaan Alat Angkut,
Transportasi, Mobilisasi : 3 unit dari 3
unit

Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
dilakukan:

1. Tersedianya Petugas Pengelolaan
Peralatan Penanggulangan Bencana yang
bertugas dalam pencatatan, pendistribusian,
pemeliharaan dan pengoperasian peralatan
penanggulangan yang berjumlah 6 orang

3. Penyediaan Alat Perlindungan,
Shelter, Tenda : 1 unit dari 1 unit

4. Penyediaan Alat Komunikasi dan
Elektronik : 1 unit dari 1 unit

2. koordinasi
peralatan penanggulangan bencana

3. Terlaksananya distribusi peralatan

penanggulangan bencana ke

Kabupaten/kota dalam rangka
bencana

berupa genset, tenda keluarga, perahu
Katamaran, peralatan kerjabakti, peralatan
Dapur Umum untuk komunitas relawan

4. Terlaksananya distribusi peralatan medis
ex penanganan Covid 2021

5. Terlaksananya penyediaan peralatan
pendukung perbengkelan minor

Faktor Penghambat:

Adanya deviasi anggaran pada: Rp4.140.000,

A. Belanja Pemeliharaan Peralatan PB
realisasi sesuai kebutuhan deviasi
Rp1.096.000

B. Efisiensi Anggaran : Rp1.464.000,-

1. Jasa Pelayanan Umum: efisiensi kontrak
petugas pengelola peralatan senilai
Rp688.000,~

2. Suku cadang Alat bengkel Rp 200.000,-
3. Belanja Alat bahan perabot kantor alat
bengkel Rp6.000,-

4. Belanja Modal Alat perangkat (dongkrak)
Rp25.000,-

5. Belanja Modal Alat bengkel Rp400.000,-

6. Selisih Belanja Pemeliharaan realisasi
sesuai kebutuhan pemeliharaan sebesar
Rp70.000

7. Pemangkasan anggaran belanja makan
minum rapat pada bulan april sd Desember
sudah diusulkan untuk rasionalisasi sebesar
Rp75.000

Faktor Pendukung:

1. Keputusan Kepala BNPB Nomor 1 Tahun
2023 tentang Juklak Pergudangan Logpal




2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor
900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang
Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam
Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021
Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan
Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi,
Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan Dan Keuangan Daerah

3. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2023
tentang APBD Tahun Anggaran 2024

4. Pergub DIY No 117 Tahun 2022 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tusi dan
Tata Kerja BPBD

5. DPA Nomor
DPA/A.1/1.05.0.00.0.00.04.0000/001/2024
tanggal 24 April 2024

6. SDM yang kompeten dan koordinatif
yakni 1 org JF, 1 org Pengembang Sarpras, 6
orang petugas pengelola peralatan
penanggulangan bencana

7. Sarana dan Prasarana pendukung kerja
(komputer, laptop, printer, jaringan internet,
peralatan perbengkelan minor) yang cukup
memadai

8. Koordinasi dan Monitoring dengan unit
kerja terkait dan BPBD Kabupaten/Kota
dalam pelaksanaan pendistribusian dan
pemenuhan kebutuhan peralatan dalam
penanganan kejadian

9. Koordinasi dalam pelaksanaan
pendistribusian dan pemenuhan kebutuhan
peralatan PB dengan TNI POLRI

10. Koordinasi dan monitoring pemenuhan
kebutuhan dukungan penanganan
hidrometrologi

11. Koordinasi dan monitoring pemenuhan
kebutuhan dukungan kesiapsiagaan
menghadapi ancaman kekeringan

w

Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi

|Korban Bencana

w

Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana

Masyarakat Kalurahan Pacarejo, Semanu
Gunungkidul

https://drive.google.com/drive/folders/10s
hPkmU3dQ_I57jinj6jBuyjz06KIIZM

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH - Bidang Penanganan Darurat

1. Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon
Cepat Darurat Bencana : 1 Laporan dari
12 Laporan

Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah

- Melakukan Persiapan baik rapat maupun
sarana prasarana pendukung seperti ATK dsb|
guna mendukung kegiatan Penanganan
Bencana di lokasi bencana

- Melakukan Respon Penanganan Bencana di
Lokasi Kejadian Bencana

- Melakukan Monitoring dan Evaluasi
terhadap kegiatan Respon Penanganan
Bencana di Lokasi Kejadian Bencana

Faktor Penghambat:

Saat melakukan Penanganan Bencana di
Lapangan faktor penghambat yang dijumpai
adalah:

- seringnya kesadaran relawan untuk
mendata diri dan peralatan yang dibawa
kerap terlewatkan

- logistik pertama saat kejadian

- jika kejadian bersifat masif (berada pada
banyak titik) perlu rekap dan pemeriksaan
data ulang laporan dari relawan agar tidak
ganda

- penonton / masyarakat sekitar kejadian
biasanya sering susahA dikendalikan

Faktor Pendukung:

- sangat mudah untuk mencari Relawan
yang terlibat dalam kegiatan penanganan
Bencana dilokasi kejadian bencana

- Relawan yang bertugas saat melaksanakan
penanganan bencana di lokasi kejadian
bencana mudah bergerak karena relawan
tersebut sangat dekat dengan lokasi
kejadian bencana




- Tim Keuangan BPBD DIY juga sangat
responsif ketika harus mengeluarkan
anggaran terkait penanganan bencana di

lokasi kejadian bencana

w

Penyediaan Logistik Penyelamatan dan
Evakuasi Korban Bencana

B
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Inovasi Video Testimoni Penerima Bantuan
Logistik Penanggulangan Bencana di DIY

5.id/27sGV

Jalan Kenari No. 14 A, Semaki, Umbulharjo

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH - Bidang Logistik dan Peralatan

1. Jumlah Korban Bencana yang
mendapatkan distribusi logistik
penyelamatan dan evakuasi korban
bencana (DPA SIPD) : 1500 Orang dari
2500 Orang

Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
dilakukan:

(1). Distribusi Logistik Penyelamatan dan
Evakuasi Korban bencana

(2). Tersedianya Petugas Gudang Logistik PB
untuk Penerimaan, Pendistribusian, dan
Pencatatan Logistik dalam PB,

(3). Terlaksananya Penyediaan Logistik PB
dengan adanya pengadaan logistik PB non-
pangan

Faktor Penghambat:

Realisasi fisik sudah sesuai dengan target
bulan Juni

Deviasi keuangan sebesar Rp 2.500.004,-
terdiri dari :

1. belanja persediaan untuk tujuan
strategis/berjaga-jaga Rp. 2.494.260,- (sisa
Pengadaan)

2. belanja jasa tenaga pelayanan umum Rp.
5.744,- (sisa kontrak)

Faktor Pendukung:

(1). Permendagri No 90 Tahun 2019.

(2). Perda Nomor 12 Tahun 2023 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2024, ditetapkan tanggal 29
Desember 2023

(3). Pergub Nomor 92 Tahun 2023 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024,
ditetapkan tanggal 29 Desember 2023

(4). Pergub DIY No 117 Tahun 2022 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tusi dan
Tata Kerja BPBD.

(5). Nomor DPA :
DPA/A.1/1.05.0.00.0.00.04.0000/001/2024,
Tanggal 29 Desember 2023.

(6). SDM yang kompeten, profesional dan
koordinatif.

(7). Sarana dan Prasarana (komputer,
laptop, printer, jaringan internet) yang
mendukung

(8). Pembagian tugas internal logistik dengan|
baik dan setiap personil mempunyai tugas
dan bekerjasama dengan baik.

(9). Partisipasi aktif dari BPBD kab/kota dan
berbagai lembaga terkait dalam distribusi,
pengumpulan data, dan koordinasi yg baik
terkait pengelolaan logistik.

(10). Dukungan dan peran aktif dari BNPB.

s

Penataan Sistem Dasar Penanggulangan

|Bencana

Penanganan Pasca Bencana Provinsi

Pelaksanaan program dan kegiatan
Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Kalurahan
Kepuharjo.

https://drive.google.com/file/d/1089cp0Cq
dcfSDgbIwS_jwvuYNOzyNpZ6/view2usp=sha
ring

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH - Bidang Rehabilitasi dan
Rekonstruksi

1. Jumlah Dokumen Pengkajian
Kebutuhan Pascabencana (JITU PASNA)
dan Rencana Rehabilitasi dan
Rekonstruksi Pascabencana (R3P) yang
disusun : Dokumen dari 2 Dokumen

Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
dilakukan:
1. Tersedianya Tenaga Pendukung

2. Tersusunnya dokumen KAK sebagai acuan
pelaksanaan Rehabrekon pasca bencana

3. Tersedianya Bahan dan Materi Rehab

Rekon Pascabencana

4. Terlaksananya koordinasi Rehabilitasi dan

Rekonstruksi

Faktor Penghambat:

Realisasi fisik sudah sesuai dengan target

bulan Mei

Deviasi keuangan sebesar Rp1.400,- terdiri
ari :

1. Belanja Jasa Tenaga Administrasi Rp.

1400,- (selisih kontrak)

Faktor Pendukung:

1. Alokasi anggaran sesuai dengan

kebutuhan program dan kegiatan.

2. Pemantauan progres fisik dan keuangan

secara berkala.




3. Komunikasi yang efektif dengan pihak-
pihak terkait, termasuk pemerintah pusat,
daerah dan masyarakat.

Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah

Jumlah pengunjung Website tahunan dan
bulanan serta jumlah view (pembaca) artikel
yang di upload di website

https://drive.google.com/drive/folders/1DR
05ZRvOndLm2I39UEKNAUfNryV3GTHv

1. Jumlah Dokumen Tata Kelola
Kelembagaan : Dokumen dari 2
Dokumen

Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
dilakukan:

1. Tersusunnya dokumen KAK sebagai acuan
Pengelolaan Website

2. Tersusunnya kelengkapan dokumen
Pengelolaan Website

3. Tersedianya Bahan dan Materi
Pengelolaan Website

4. Terlaksananya kegiatan Pengelolaan
Website

5. Tersusunnya Laporan Pengelolaan
Website

Faktor Penghambat:

Faktor Pendukung:

1. Pergub DIY No 117 Tahun 2022 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tusi dan
Tata Kerja BPBD

2. DPA Nomor
DPA/A.1/1.05.0.00.0.00.04.0000/001/2024
tanggal 29 Desember 2023

3. SDM yang kompeten, profesional dan
koordinatif

4. Sarana dan Prasarana (komputer, laptop,
printer, jaringan internet) yang mendukung

5. Koordinasi berkala untuk persiapan dan
pelaksanaan kegiatan

PROGRAM PENCEGAHAN,
PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN
DAN PENYELAMATAN NON

|KEBAKARAN
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Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran
dan Penyelamatan Non Kebakaran
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BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH - Bidang Penanganan Darurat

1. Jumlah Laporan Hasil Pembinaan
Penyelenggaraan Pencegahan,

Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
dilakukan:

Tersusunnya Laporan Pembinaan
Penyelenggaraan Pencegahan,
Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran
dan Penyelamatan Non Kebakaran

Faktor Penghambat:

Tidak ada

Faktor Pendukung:

1. Pergub DIY No 117 Tahun 2022 tentang

Kebakaran dan Penyelamatan Non
Kebakaran : 1 Laporan dari 1 Laporan

Susunan Organisasi, Tusi dan
Tata Kerja BPBD

2. DPA Nomor
DPA/A.1/1.05.0.00.0.00.04.0000/001/2024
tanggal 29 Desember 2023

3. SDM yang kompeten, profesional dan
koordinatif

4. Sarana dan Prasarana (komputer, laptop,
printer, jaringan internet) yang mendukung

5. Koordinasi berkala untuk persiapan dan
pelaksanaan kegiatan

PROGRAM PENYELENGGARAAN
KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN
KEBUDAYAAN

7,06

51,21

o

Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan
Budaya

5,41

32,28

Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
dilakukan:

Pembuatan KAK kegiatan
Pembentukan Tim Swakelola
rapat-rapat persiapan dan koordinasi
dengan stakeholder terkait

Kick off meeting pelaksanaan DRMP

Terselenggaranya peningkatan kapasitas
(Workshop Partisipatif) di 2 kawasan sumbu
fiilosofis yaitu kawasan Tamansari dan
Kawasan Masjid Gedhe,

Faktor Penghambat:




Nominasi Warisan Budaya Nasional dan
unia

testimoni dari peserta pelatihan: kegiatan ini
sangat baik dan baiknya bisa dilakukan
secara rutin ketika kawasan cagar budaya
mesjid gedhe sedang ramai dan dilakukan
simulasi, kegiatan ini sering diadakan akan
lebih baik.

o
w

https://bit.ly/3VpENFk dan
https://drive.google.com/drive/folders/1ckY
bsYORNSMFXAtRP2PAQAG465goy4CH

=

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH - Bidang Pencegahan dan
Kesiapsiagaan

1. Kawasan sumbu filosofis (Kompleks
Kepatihan, Pasar Bringharjo dan
sekitarnya, Kompleks Kraton
Ngayogyakarto, Masjid Kauman Dan
Taman Sari) : Obyek dari 1 Obyek

1. Adanya redesain perubahan anggaran
Dais tahap 1, sesuai dengan usulan
Perubahan anggaran no 900.1/921.

2. Terjadinya Keterlambatan proses DRMP
yang disusun oleh world Bank, sehingga
kegiatan worshop Peningkatan kapasitas
harus menyesuaikan menunggu proses
penyesuaian data.

Deviasi sebesar Rp.30.205.000 dengan
rincian :

1.Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-
Bahan Cetak, Rp.3.950.400

2. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
sebesar 155.000

3.Honorarium Narasumber atau Pembahas,
Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia
Sebesar Rp.9.300.000

4.Belanja Perjalanan Dinas Biasa
Rp.1.000.000

5.Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting
Dalam Kota Sebesar Rp.15.800.000

Faktor Pendukung:
1. Permendagri No 90 Tahun 2019

2. Kemendagri No 050 3708 Tahun 2020 ttg
Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran
Klasifikasi Kodefikikasi dan Nomenklatur
Perencanaan dan Pembangunan Daerah

3. Pergub DIY No 117 Tahun 2022 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tusi dan
Tata Kerja BPBD

4. DPA Nomor
DPA/A.1/1.05.0.00.0.00.04.0000/001/2024
tanggal 29 Desember 2023

5. SDM yang kompeten, profesional dan
koordinatif

6. Sarana dan Prasarana (komputer, laptop,
printer, jaringan internet) yang mendukung

7. Koordinasi berkala untuk persiapan dan
pelaksanaan kegiatan

N

Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya

Ketahanan Sosial Budaya

Abdidalem Karaton Ngayogyakarta
Hadiningrat

Ead
©

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/
1Fk2jaxgma-rOGHIsx4qM2JHX3K6g2Hon

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH - Bidang Pencegahan dan
Kesiapsiagaan

1. Jumlah Dokumen Pembangunan
Ketahanan Sosial Budaya : 1 Dokumen
dari 3 Dokumen

2. Peningkatan Kapasitas Abdi Dalem
Kraton : Dokumen dari 1 Dokumen

3. Sosialisasi Pencegahan Bencana Pada
Area Pemukiman Padat, Destinasi
Wisata dan Cagar Budaya : Dokumen
dari 1 Dokumen

4. Percepatan Dukungan Pembinaan
dan Pengawasan Dalam Penerapan SPM
Sub Urusan Bencana Di DIY : 1 Dokumen
dari 1 Dokumen

 Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
dilakukan:

1. Rapat persiapan pelatihan pencegahan
bencana pada permukiman padat, destinasi
wisata dan cagar budaya 3x selama April

2. Pelaksanaan pelatihan pencegahan
bencana pada permukiman padat, destinasi
wisata dan cagar budaya

3. Laporan pelaksanaan pelatihan
pencegahan bencana pada permukiman
padat, destinasi wisata dan cagar budaya

4. Harmonisasi rancangan Pergub Renbinwas
SPM Sub urusan Bencana di Kanwil kemen
KumHAM tgl 18 Maret 2024

5. Penandatangan berita acara Pergub
Renbinwas SPM Sub urusan Bencana di
Kanwil Kemen KumHAM tgl 14 MAret 2024

6. Pembahasan Pertama Pergub Renbinwas
SPM Sub urusan Bencana di Kanwil Kemen
KumHAM tgl 14 MAret 2024 tgl 15 Februari
2024

7. Pelaksanaan sosialisasi pencegahan
bencana pada pemukiman padat, destinasi
wisata dan cagar budaya sebanyak 10 kali

8. Rancangan Peraturan Gubernur tentang
Renbinwas SPM Sub urusan Bencana

9. Pelatihan peningkatan kapasitas abdi
dalem 1 kali

Faktor Penghambat:

Fisik di Bulan Mei sudah dilaksanakan




A. Terdapat deviasi sebesar Rp 26.313.500
terdiri dari :

1. ATK Rp 2.487.000

2. ATK Komputer Rp 1.206.000

3. Honor Narsum Rp 8.500.500

4. Makan minum Rp 6.120.000

5. SPPD Rp 8.000.000

Faktor Pendukung:

Koordinasi dengan BPBD Kab/Kota, FPRB DIY
dan Instansi Vertikal berjalan dengan baik
dan lancar.

Jumlah

16.617.020.541| 56,93 | 56,52

9.425.261.255

56,72

7.596.240.260

45,71




